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Hukum Lingkungan (Pertemuan ke-4) 
 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

 

A. Tinjauan Umum AMDAL dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(UU 32/2009) 

 
Penjelasan  UU 32/2009 menyatakan bahwa Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa 
lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak 
konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, 
negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban 
untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan 
hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi 
rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. 

 
Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang 

antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca 
serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di 
samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di 
dunia dengan jumlah penduduk yang besar. 

 
Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan 

sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan 
dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan 
udara berdasarkan wawasan Nusantara. 

 
Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap 

dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi 
pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan 
penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, 
tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman 
hayati. 

 
Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas 

tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan 
sumber daya alam yang semakin meningkat. 

 
Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya 

pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat 
mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas 
lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. 
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Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan 
dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas 
keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan 
hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan 
budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi 
lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan 
terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. 

 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut 

dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan 
nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus 
dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke 
daerah. 

 
Dalam Pasal 1 Angka 11 dinyatakan bahwa analisis mengenai 

dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah 
kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang 
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 
kegiatan. 

 
Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang 

yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-
UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 

 

Amdal merupakan salah satu dari instrumen pencegahan 
kerusakan hidup. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 UU 32/2009 yang 
menyatakan bahwa Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: 

a. KLHS; 
b. tata ruang; 
c. baku mutu lingkungan hidup; 
d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; 
e. amdal; 
f. UKL-UPL; 
g. perizinan; 
h. instrumen ekonomi lingkungan hidup; 
i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; 
j. anggaran berbasis lingkungan hidup; 

k. analisis risiko lingkungan hidup; 
l. audit lingkungan hidup; dan 

m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau 
perkembangan ilmu pengetahuan. 
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Amdal diatur secara khusus dalam Pasal 22 hingga Pasal 33 UU 
32/2009.   

 
Pasal 22 UU 32/2009 menyatakan bahwa 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap 
lingkungan hidup wajib memiliki amdal. 

(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: 
a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak 

rencana usaha dan/atau kegiatan; 
b. luas wilayah penyebaran dampak; 
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 
d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena 

dampak; 
e. sifat kumulatif dampak; 
f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau 
g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 
 

Pasal 23 UU 32/2009 menyatakan bahwa 
(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang 

wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas: 
a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;  
b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun 

yang tidak terbarukan; 
c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta 
pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam 
pemanfaatannya; 

d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi 
lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial 
dan budaya; 

e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi 
pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau 
perlindungan cagar budaya; 

f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; 
g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; 
h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi 

pertahanan negara; dan/atau 
i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi 

besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. 
 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan 
yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri. 
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Pasal 24 UU 32/2009 menyatakan bahwa Dokumen amdal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan 
keputusan kelayakan lingkungan hidup. 

 
Jika melihat dari bunyi Pasal 24 ini maka dapat disimpulkan 

bahwa dokumen AMDAL merupakan dokumen yang penting untuk 
menentukan go or not go nya kalayakan lingkungan hidup. 

 
B. Dokumen AMDAL 

Pasal 25 UU 32/2009 menyatakan bahwa Dokumen amdal 
memuat: 

a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau 
kegiatan;  

b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau 
kegiatan; 

c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana 
usaha dan/atau kegiatan; 

d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting 
dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan 
tersebut dilaksanakan; 

e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk 
menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; 
dan 

f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 
 
Pasal 26 UU 32/2009 menyatakan bahwa 

(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun 
oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. 

(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip 
pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta 
diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. 

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. yang terkena dampak; 
b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau 
c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses 

amdal. 
(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal. 
 
Jadi pada prinsipnya, penyusunan dokumen selain mengkaji hal-

hal yang bersifat teknis dan juga kajian atas data-data sekunder, 
AMDAL juga perlu melibatkan masyarakat untuk mendapat 
feedback/respon dari masyarakat khususnya masyarakat yang terkena 
dampak dari usaha yang akan dikerjakan tersebut. Hal ini dapat 
dilakukan pada saat konsultasi publik maupun dilakukan dalam forum-
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forum seperti sosialisasi/workshop/Focus Grup Discussion (FGD) dan 
acara-acara lain. 

 
Selain merujuk pada UU 32/2009, pengaturan AMDAL juga 

dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 
tentang Izin  Lingkungan (PP 27/2012) 

Pasal 9 PP 27/2012 menyatakan bahwa 
(1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal mengikutsertakan 

masyarakat: 
a. yang terkena dampak; 
b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau 
c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses 

Amdal. 
(2) Pengikutsertaan masyarakat dilakukan melalui: 

a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan 
b. konsultasi publik. 

(3) Pengikutsertaan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan 
dokumen Kerangka Acuan. 

(4) Masyarakat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan berhak 
mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana 
Usaha dan/atau Kegiatan. 

(5) Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan secara tertulis 
kepada Pemrakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. 
 
Pada saat sosialisasi, perlu disampaikan kondisi yang sebenarnya 

sehingga masyarakat yang terkena dampak mendapat informasi yang 
sejelas-jelasnya.  

 
Pasal 27 UU 32/2009 menyatakan bahwa dalam menyusun 

dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain. 

 
Pasal 28 UU 32/2009 menyatakan bahwa  

(1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 
(1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun 
amdal. 

(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun 
amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penguasaan metodologi penyusunan amdal; 
b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan 

evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan 
c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan hidup. 
(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi 
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penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria 
kompetensi penyusun amdal diatur dengan peraturan Menteri. 

 

Jika merujuk pada peraturan diatas, maka pada dasarnya 
penyusunan AMDAL tidak hrus dilakukan oleh pihak yang sedang 
melaksanakan usaha. Tetapi dapat dilakukan oleh pihak lain. Hal ini 
dapat dipahami mengingat untuk menyusun AMDAL diperlukan 
kompetensi penyusun AMDAL. Hal ini dipertegas juga dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin  Lingkungan.  

 
Berdasarkan Pasal 11 PP 27/2012 diketahui bahwa: 

(1) Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun 
Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal. 

(2) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi. 

(3) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan 
penyusunan Amdal dan dinyatakan lulus. 

(4) Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga 
pelatihan kompetensi di bidang Amdal. 

(5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh lembaga 
sertifikasi kompetensi penyusun Amdal yang ditunjuk oleh 
Menteri. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi 
penyusun Amdal, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
penyusunan Amdal, serta lembaga sertifikasi kompetensi 
penyusun Amdal diatur dengan Peraturan Menteri. 

 
Pasal 12 PP 27/2012 menyatakan bahwa: 
 

(1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi lingkungan 
hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota dilarang menjadi 
penyusun Amdal. 

(2) Dalam hal instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi, atau 
kabupaten/kota bertindak sebagai Pemrakarsa, pegawai negeri 
sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi 
penyusun Amdal. 

 
Dalam PP 27/2012 Penyusunan Dokumen Amdal diatur sebagai 

berikut: 
 
Pasal 4 PP 27/2012 dapat disarikan sebagai berikut:  
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(1). Amdal disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu 
Usaha dan/atau Kegiatan. 

(2). Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai dengan 
rencana tata ruang. 

(3). Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai 
dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan 
wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. 
 
Jika melihat pada Pasal 4 tersebut maka dapat dilihat bahwa 

AMDAL harus sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah. Jika  
tidak sesuai maka kemungkinan yang dilakukan ada 2: 
a. AMDAL tidak dapat dinilai 
b. diajukan rencana pergantian RTRW (Rencana Tata Ruang 

Wilayah) 
 

Pasal 5 PP 27/2012 menyatakan bahwa 
(1).Penyusunan Amdal dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang 

terdiri atas: 
a. Kerangka Acuan; 
b. Andal; dan 
c. RKL-RPL. 

(2).Kerangka Acuan menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL 
 
Dalam menyusun dokumen Amdal, Pemrakarsa wajib 

menggunakan pendekatan studi: 
a. tunggal; 
b. terpadu; atau 
c. kawasan. 

 
Pendekatan studi tunggal dilakukan apabila Pemrakarsa 

merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau 
Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya 
berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah 
nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja 
pemerintah kabupaten/kota. 

 
Pendekatan studi terpadu dilakukan apabila Pemrakarsa 

merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha 
dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling 
terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan 
dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) 
kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja 
pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota. 

 
Pendekatan studi kawasan dilakukan apabila Pemrakarsa 

merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau 
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Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak 
dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang 
pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan. 

 
Pasal 29 UU 32/2009 menyatakan bahwa: 

(1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk 
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya. 

(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

(3) Persyaratan dan tatacara lisensi diatur dengan Peraturan Menteri. 
 

Pasal 30 UU 32/2009 menyatakan bahwa: 
(1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal terdiri atas wakil dari unsur: 

a. instansi lingkungan hidup; 
b. instansi teknis terkait; 
c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha 

dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; 
d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang 

timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; 
e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan 
f. organisasi lingkungan hidup. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh 
tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan 
kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu. 

(3) Pakar independen dan sekretariat ditetapkan oleh Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

 

Berdasarkan Pasal 31 UU 32/2009 maka dapat dinyatakan bahwa 
berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau 
ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. 

Sedangkan Pasal 32 UU 32/2009 menyatakan bahwa  
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal 

bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang 
berdampak penting terhadap lingkungan hidup. 

(2) Bantuan penyusunan amdal berupa fasilitasi, biaya, dan/atau 
penyusunan amdal. 

(3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi 
lemah diatur dengan peraturan perundang-undangan. 
 

C. UKL – UPL  

 
UKL – UPL merupakan singkatan dari upaya pengelolaan 

lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. UKL –UPL 
adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau 
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kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup 
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

 

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam 
kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL. 

 
Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau 

kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL. 
 

D. Perizinan 

 
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau 

UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan 
berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup rekomendasi 
UKL-UPL. 

 
Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat 

dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-
UPL. 

 
Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau 

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila 
permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL. 

 
Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila: 
a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin 

mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta 
ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau 
informasi; 

b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana 
tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan 
lingkungan hidup atau rekomendasi UKLUPL; atau 

c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-
UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan. 

 
Izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan 

tata usaha negara. 
 
Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 

Pemerintah bertugas dan berwenang: 
a. menetapkan kebijakan nasional; 
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b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH 

nasional; 
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; 
e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan 

UKL-UPL; 
f. menyelenggarakan inventarisasi 

 
Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 

pemerintah provinsi bertugas dan berwenang: 
a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi; 
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; 
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH 

provinsi; 
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan 

UKL-UPL; 
 
Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 

pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: 
a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; 
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; 
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH 

kabupaten/kota; 
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan 

UKL-UPL; 
 

E. Gugatan Administratif Hukum Lingkungan  

 

Gugatan Administratif diatur dalam  Pasal 93 UU 32/2009yang 
menyatakan bahwa  

 
Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata 

usaha negara apabila: 
a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan 

kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak 
dilengkapi dengan dokumen amdal; 

b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan 
kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi 
dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau 

c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha 
dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. 
 
Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha 

negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. 
 

F. Penyidikan Dan Pembuktian 
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Pasal 94 UU 32/2009 menyatakan bahwa  

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang 
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. 
 

(2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 

keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga 
melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang 
berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan 
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat 
bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain; 

f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil 
pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak 
pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup; 

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 

h. menghentikan penyidikan; 
i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat 

rekaman audio visual; 
j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, 

dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat 
dilakukannya tindak pidana; dan/atau 

k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana. 
 

(3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik pejabat 
pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi 
Negara Republik Indonesia. 

(4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan 
penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan 
kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan 
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penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan 
bantuan guna kelancaran penyidikan. 

(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya 
penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada 
penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. 

(6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri 
sipil disampaikan kepada penuntut umum. 
 
Pasal 95 
(1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap 
pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat 
dilakukan penegakan hukum terpadu antara 
penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan 
kejaksaan di bawah koordinasi Menteri. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
penegakan hukum terpadu diatur dengan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 96 UU 32/2009 mengatur tentang pembuktian dimana alat 

bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri 
atas: 
a. keterangan saksi; 
b. keterangan ahli; 
c. surat; 
d. petunjuk; 
e. keterangan terdakwa; dan/atau 
f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan 

perundangundangan. 
 

G. Ketentuan Pidana AMDAL 

 

Pasal 97 UU 32/2009 menyatakan bahwa tindak pidana dalam 
undang-undang ini merupakan kejahatan. 

 
Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat 

kompetensi penyusun amdal, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 

 
Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan 

tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

 
Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan 

izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan 
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dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

 
Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, 

atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana 
dijatuhkan kepada: 
a. badan usaha; dan/atau 
b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana 

tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan 
dalam tindak pidana tersebut. 
 
Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, 

yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain 
yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana 
dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak 
pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan 
secara sendiri atau bersama-sama. 
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